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ABSTRAK 

 

Model Partisipasi Publik Dalam Pembahasan  

Rancangan Undang-Undang  

(Studi Kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  

Cipta Kerja)  
Rastri Paramita, Prof A. Azis Sanapiah MPA, Dr. Muhammad Taufiq DEA, 

DR. Hamka, M.A. 

2050021008@stialan.ac.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap permasalahan partisipasi publik dalam 

pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 pada 

Pembahasan Tingkat I dan solusi untuk mengatasi permasalahan partisipasi publik 

dalam pembahasan rancangan undang-undang kedepannya. Objek yang diteliti 

adalah pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 

beserta bentuk partisipasi masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang terlibat 

dalam pembahasan dan satu informan dari luar DPR RI.  Selain triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dilakukan melalui FGD, seminar, dan lokakarya yang diperdalam 

dengan analisa dokumen, serta observasi guna memastikan validitas informasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya partisipasi 

masyarakat sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebabkan tingginya penolakan 

masyarakat terhadap RUU Ciker Tahun 2020. Faktor penyebab belum adanya 

aturan teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat sehingga menyebabkan tafsiran 

yang berbeda antara pemangku kebijakan dan masyarakat terhadap bentuk 

partisipasi masyarakat. Belum adanya indikator yang mengatur partisipasi 

masyarakat juga menyebabkan ketidakoptimalan pelaksanaan partisipasi tersebut. 

Strategi mengatasinya dengan membangun framework untuk memudahkan 

pelaksanaan model partisipasi publik yang dihasilkan dalam penelitian ini. Model 

partisipasi publik yang dibangun disesuaikan tahapan proses legislasi dengan 

menambahkan tujuan partisipasi, tingkat keterlibatan alat partispasi, aktor yang 

terlibat, pola komunikasi dan hasil dari setiap tahapan proses legislasi. Dalam 

melaksanakan partisipasi publik perlu ditentukan jangka waktu pelaksanaan agar 

sejalan dengan agenda pembahasan sebuah ruu. 

Kata kunci:  RUU Ciker tahun 2020, pembahasan Tingkat I, partisipasi publik. 
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ABSTRACT 

 

Model Of Public Participation in The Deliberation of Bill 

(Case Study Job Creation Act Number 11 Year 2020)  
Rastri Paramita, Prof A. Azis Sanapiah MPA, Dr. Muhammad Taufiq DEA,  

DR. Hamka, M.A. 

2050021008@stialan.ac.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

This study seeks to identify the challenges associated with public participation in 

the First Level Discussion of the 2020 Job Creation Bill and to recommend 

remedies for future legislative deliberations. The study examines the Level I 

deliberation surrounding the 2020 Job Creation Bill and the diverse modalities of 

public engagement. This research uses a qualitative approach through in-depth 

interviews with seven informants involved in the discussion and one informant from 

outside the Indonesian House of Representatives (DPR RI). In addition to source 

triangulation, technique triangulation was conducted through FGDs, seminars, and 

workshops, deepened with document analysis and observation to ensure the validity 

of the information. The research results indicate that the lack of public participation 

in accordance with Law Number 12 of 2011 has led to a high level of public 

rejection of the 2020 Ciker Bill. The absence of technical regulations for 

implementing public participation leads to differing interpretations between 

policymakers and the public regarding the forms of public participation. The 

absence of indicators regulating community participation also leads to suboptimal 

implementation of that participation. The strategy to address such problems is by 

building a framework to facilitate the implementation of the public participation 

model produced in this research. The public participation model that is built aligns 

the stages of the legislative process by adding participation objectives, levels of 

involvement of participation tools, involved actors, communication patterns, and 

outcomes of each stage of the legislative process. In implementing public 

participation, it is necessary to determine the duration of the implementation to 

align with the agenda for discussing a bill. 

Keywords: 2020 Ciker Bill, policy formulation, public participation. 
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